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ABSTRAK 

 

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP 
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI 

DI DINAS SOSIAL 

 

NYIMAS NATASYA MAHARANI 

        Pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan tindak 
pidana berat yang melanggar hak asasi manusia, terutama jika terjadi di lembaga 
rehabilitasi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku pemerkosaan 
terhadap orang dengan gangguan jiwa di lembaga rehabilitasi Dinas Sosial serta 
bagaimana penerapan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
dan studi kasus. Sumber data meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan terkait perlindungan penyandang 
disabilitas. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek pertanggungjawaban 
pidana pelaku, sanksi yang dapat dijatuhkan, serta peran lembaga rehabilitasi 
dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa 
dapat dijerat dengan Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP, serta dikenai sanksi 
tambahan sesuai UU TPKS. Jika pelaku adalah petugas lembaga rehabilitasi, 
hukuman dapat diperberat sesuai Pasal 294 KUHP yang mengatur tindak pidana 
kesusilaan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa terhadap korban. Namun, 
implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan 
pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, serta ketakutan korban dalam 
melaporkan kejadian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan 
terhadap lembaga rehabilitasi, pemberian sanksi tegas bagi pelaku, serta edukasi 
bagi masyarakat dan petugas rehabilitasi mengenai hak-hak penyandang 
disabilitas mental. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat dan dukungan dari 
berbagai pihak, diharapkan kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan 
jiwa dapat diminimalkan, serta korban mendapatkan keadilan dan perlindungan 
yang lebih baik. 

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Pemerkosaan, Gangguan Jiwa, Lembaga 
Rehabilitasi, Dinas Sosial. 
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ABSTARCT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF RAPE AGAINST 
INDIVIDUALS WITH MENTAL DISORDERS IN REHABILITATION 
INSTITUTIONS UNDER THE SOCIAL SERVICES DEPARTMENT 

 

NYIMAS NATASYA MAHARANI 

       Rape against individuals with mental disorders is a serious criminal act that 
violates human rights, especially when it occurs in rehabilitation institutions that 
should serve as protective environments. This study aims to analyze the criminal 
liability of perpetrators of rape against individuals with mental disorders in 
rehabilitation institutions under the Social Services Department, as well as the 
legal application in such cases. This research employs a normative juridical 
method with a legislative and case study approach. Data sources include the 
Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes 
(UU TPKS), and relevant regulations on the protection of persons with 
disabilities. The analysis examines aspects of criminal liability, applicable 
sanctions, and the role of rehabilitation institutions in preventing and addressing 
sexual violence cases. The findings indicate that perpetrators of rape against 
individuals with mental disorders can be charged under Articles 285 and 286 of 
the Penal Code, with additional sanctions under the Sexual Violence Crimes Law. 
If the perpetrator is a rehabilitation institution officer, the penalty may be 
increased under Article 294 of the Penal Code, which regulates sexual crimes 
committed by individuals in positions of authority over the victim. However, legal 
implementation faces various challenges, including limited supervision, lack of 
legal awareness, and victims' fear of reporting incidents. This study recommends 
enhanced supervision of rehabilitation institutions, strict sanctions for 
perpetrators, and education for society and rehabilitation staff regarding the rights 
of persons with mental disabilities. With stricter policies and support from various 
stakeholders, it is expected that rape cases against individuals with mental 
disorders can be minimized, ensuring justice and better protection for victims. 

Keywords: Criminal Liability, Rape, Mental Disorders, Rehabilitation Institution, 
Social Services Department. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Kesejahteraan psikologis adalah elemen penting dalam kehidupan seseorang, 

karena dengan kondisi mental yang baik, seseorang dapat tumbuh secara fisik, 

mental, dan menjalin hubungan sosial dengan lebih baik. Kesehatan mencakup 

kesejahteraan tubuh, pikiran, dan hubungan sosial yang memungkinkan setiap 

individu untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomis1. 

Manusia selalu di pandang dalam kesatuan yang utuh dari unsur Tubuh, pikiran, 

dan interaksi sosial memungkinkan seseorang untuk hidup produktif dan 

berhubungan dengan orang lain. Masalah utama dalam kesehatan mental berasal 

dari tiga hal: kurangnya pemahaman umum tentang gangguan kesehatan jiwa, dan 

ke dua stigma yang tumbuh di Masyarakat terhadap gangguan tersebut apalagi di 

kalangan remaja yang tidak mengerti, Poin ketiga adalah ketimpangan dalam 

penyebaran layanan kesehatan jiwa.2 

Gangguan jiwa adalah kondisi dengan penyebab yang beragam atau multi 

kausal, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Gangguan ini 

ditandai oleh gangguan dalam fungsi mental, mencakup emosi, pikiran, perilaku, 

perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, serta kemampuan untuk berinteraksi 

 
1 Sheila.L.Videbeck. (2018). Buku Ajar Keparawatan. EGC.hal.57 
2 Purnama, G., Yani, D. I., & Sutini, T. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien 

Gangguan Jiwa DI RW 09 Desa Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, 
2(1), 29.  
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sosial, yang pada akhirnya menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat.3 

Banyak orang dengan masalah kesehatan jiwa masih menghadapi diskriminasi 

di masyarakat. Bahkan, diskriminasi ini kerap dialami oleh pasien meskipun 

mereka sudah berada di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Hal itu akan 

semakin membuat orang dengan gangguan jiwa merasa terasing kan dan semakin 

memperburuk keadaan nya, tidak hanya itu orang dengan gangguan jiwa juga sering 

kali mendapatkan kejahatan dari beberapa masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering kali mengalami stigmatisasi 

dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindak kekerasan 

di kehidupan bermasyarakat, karena tidak sedikit orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) itu mengalami kekerasan seperti kekerasan seksual.4 

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan 

atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang, hal itu dapat berakibat 

penderitaan psikis seseorang dan orang yang mengalami hal itu akan  merasa takut 

bahkan bisa menganggu terlaksana nya pendidikan yang optimal. Kekerasan 

seksual masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kerja dan tempat lain nya.5 

 
      3 Pratama, A. A., & Senja, A. (2022). Keperawatan Jiwa. (1st ed; Jakarta Timur) 
BumiAksara..hal.43 

4 Rahayu, H., & Nugraha, E. (2024). Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Orang dengan 
Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pasawahan Kota Bandung: Implikasi Konseling 
Psikososial. 14(1), 19–32. 

5 Farikhah, A. M. (2023, March 31). Pencegahan Kekerasan Seksual. DJKN, diakses pada 5 
Oktober 2024. 
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Penderita penyakit jiwa dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap 

kekerasan, termasuk pemekosaan. Kerentanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain ketidakmampuan mereka melindungi diri, kerentanan sosial, 

diskriminasi, dan terbatasnya akses terhadap perlindungan dan perlindungan 

hukum. ODGJ seringkali mendapat stigma negative dari masyarakat termasuk juga 

dari istilah umum yang beredar selama ini mendefinisikan  keberadaan mereka, 

Istilah ini secara konotatif mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai 

individu yang tidak normal dan tidak sempurna, masyarakat seringkali memandang 

mereka  sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, Ketidakberdayaan dan 

ketidakmampuan  penyandang  disabilitas pada salah satu aspek kehidupannya 

berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupannya.6 

Selain stigma negative yang telah menyebar dan mengakar di mata masyarakat 

mengenai penyandang disabilitas, minim nya jumlah fasilitas serta layanan 

kesehatan jiwa dengan kualitas dan sistem nya yang buruk semakin memperburuk 

kondisi pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas mental di indonesia saat ini, 

penyandang disabilitas juga tidak bisa mengakses layanan-layanan publik seperti 

pendidikan,kesehatan, pekerjaan dan perlindungan hukum, kehadiran mereka 

sering kali di abaikan serta tersingkirkan ke tempat-tempat penampungan seperti 

panti rehabilitasi sosial, rumah sakit jiwa dan bahkan juga penjara.7 

Kerentanan ini membuat orang yang rentan atau mempunyai hak istimewa tidak 

mungkin terlihat, sehingga pelakunya merasa akan lolos dari hukuman. 

 
       6 Amaliah, H. L. (2016). Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas.(1st 
ed;Jakarta Selatan : Bebooks Publishing).hal.18 
       7 Hartanto, M. F. B., & Yulianti Isnenningtyas. (2018). HAM Penyandang Disabilitas Mental 
Di Panti Rehabilitasi Sosial..(1 th ed;Jakarta : KomisiNasionalHakAsasiManusia.) hal.16 
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Kemampuan korban untuk memberikan informasi yang sebenarnya dipertanyakan. 

Hal ini menghambat proses hukum, terutama jika menyangkut bukti, dan ODGJ 

seringkali tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental, apalagi 

perlindungan dari kekerasan. Banyak kasus penyiksaan di ODGJ tidak dilaporkan 

atau mendapat perlakuan buruk dari keluarga, komunitas lokal, dan aparat penegak 

hukum. Dampak trauma kekerasan terhadap perempuan dapat membuat korban 

semakin sakit secara psikologis ,terkucil dan sulit pulih.8 

Dalam diskusi mengenai pemerkosaan, perhatian khusus diberikan pada kasus 

di mana korbannya adalah orang penyandang disabilitas mental (ODGJ). Fenomena 

ini sering menjadi sorotan publik . Salah satu penyebab utama adalah banyaknya 

orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan tanpa pengawasan, sehingga 

mereka menjadi sasaran mudah bagi para pelaku kejahatan. Orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) masih dipandang dengan ketakutan oleh masyarakat 

Indonesia, membuat mereka merasa tersisih dan ditelantarkan. Banyak masyarakat 

yang masih mempercayai bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kekuatan 

supranatural atau roh jahat, sehingga menimbulkan ketakutan untuk merawat 

mereka. Sikap masyarakat terhadap ODGJ cenderung diwarnai ketakutan dan usaha 

untuk menjauh, menciptakan jarak yang semakin memperburuk kondisi mereka.9 

 
      8 Budiarti, A. I. (2023). Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan.Diakses pada 6 
Oktober 2024 
      9 Perwita Chandra Puspa, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara Bella, Arsya 
Ghanniyah Hariyadi, & Arief Budiono. (2024). Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan 
seksual kepada Penyandang Disabilitas dalam lingkungan masyarakat. Terang : Jurnal Kajian Ilmu 
Sosial, Politik Dan Hukum, 2(1), 20–30 
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Kekerasan seksual sangat sering terjadi pada perempuan disabilitas mental 

(ODGJ), seperti yang kita tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa ini psikolgis 

nya terganggu, sehingga tidak mampu untuk hidup seperti orang normal lain nya, 

dengan hal itu banyak sekali orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap 

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kekerasan seksual bisa muncul akibat 

adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan objek kekuasaan, 

Ketiga variabel ini, jika digabungkan, dapat menciptakan niat untuk melakukan 

kekerasan seksual Jika salah satu dari ketiga variabel tersebut tidak ada, maka 

tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.10 

Kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa tidak hanya dapat 

terjadi di lingkungan bermasyarkat, tetapi juga dapat terjadi di Lembaga rehabilitasi 

dinas sosial tempat orang dengan gangguan jiwa di rehabilitasi. 

Terapi rehabilitasi yaitu tindakan social dan edukasi serta perilaku untuk 

meningkatkan fungsi hidup seseorang yang mengidap gangguan mental dan juga 

bermanfaat untuk proses penyembuhan. Berbagai tindakan dalam bentuk terapi 

yang disusun memiliki kegunaan untuk meningkatkan fungsi hidup orang dengan 

gangguan jiwa secara optimal sehingga mereka dapat hidup dengan normal dan 

aman, serta pula belajar dan bekerja di lingkungan Masyarakat11 

 
       10 Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret, D., 
Pramana, C., Ramadani, I., Meinasari, Girsang, B. M., Alfinto, G. A., & Suminah. (2020). 
Kekerasan Seksual  (Agustiawan, Ed.). CV.Media Sains Indonesia.  
       11 Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kualah. (2022). Terapi Rehabilitasi Pada Orang 
Dengan Gangguan Jiwa. Jurnal Universitas Syiah Kualah.3(1) 



 
 

6 
 

 
 

Tujuan dilakukan rehabilitasi ini yaitu untuk mengupayakn orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) Mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri, 

yang mencakup keterampilan hidup, belajar, dan keterampilan kerja. 

Rehabilitasi berasal dari dua kata, "re" yang berarti kembali, dan "habilitasi" 

yang berarti kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi mengacu pada proses 

mengembalikan kemampuan seseorang. Ini adalah proses perbaikan yang ditujukan 

kepada individu dengan cacat atau gangguan, dengan tujuan memulihkan mereka 

agar mampu menjalankan fungsi fisik, mental, sosial, pekerjaan, dan ekonomi 

secara optimal. 12 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha 

Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu 

proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan Untuk memungkinkan 

individu dengan disabilitas menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam 

kehidupan bermasyarakat.                                                                                                     

Gangguan mental adalah masalah kesehatan kompleks yang mempengaruhi 

fungsi mental, emosional, dan sosial seseorang13. Oleh karena itu, rehabilitasi 

ODGJ memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin, termasuk peran petugas 

layanan sosial yang bekerja sama dengan tim medis dan profesional kesehatan 

mental lainnya. Tetapi masih saja ada petugas dinas sosial yang melakukan 

kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa saat dilakukan nya 

 
      12 Riadi, M. (2023, January 4). Rehabilitasi (Pengertian,Tujuan,Fungsi,Jenis,dan Program). 
KajianPustaka.Com. Diakses pada 6 Oktober 2024 
       13 Pittara. (2022, April 20). Gangguan Mental. KemenkesRebuplikIndonesia. Diakses pada 6 
Oktober 2024 
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rehabilitasi karena seperti yang kita tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa 

psikologis nya terganggu seehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan 

mana yang salah, hal itu menjadi pendorong bagi petugas dinas sosial untuk 

melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, hal ini  kita lihat dari beberapa contoh 

orang dengan gangguan jiwa yang di perkosa oleh petugas dinas sosial maupun 

orang lain disekitar nya, oleh karena itu seharusnya sebagai petugas dinas sosial 

tempat rehabilitasi dilakukan harus lebih extra menjaga dan memberi perlindungan 

kepada orang dengan gangguan jiwa ini demi membuat mental mereka segera pulih 

dan bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat dan bisa mendapatkan pendidikan 

serta pekerjaan yang layak dan hidup normal seperti manusia lain nya. 

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh petugas dinas sosial terhadap Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tindakan yang sangat serius dan 

melibatkan pelanggaran hukum, moral, serta etika profesi. Tindakan ini tidak hanya 

melanggar kepercayaan yang diberikan kepada petugas dinas sosial, tetapi juga 

melanggar hak asasi manusia dari korban yang rentan. 

Berikut adalah  sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku dalam kasus 

ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia: 

1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan. Pasal 285 KUHP 

menyebutkan bahwa: 

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena pemerkosaan 

dengan pidana penjara paling lama 12 tahun." 
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Dalam kasus pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 

ketentuan ini relevan apabila pemerkosaan dilakukan dengan cara pemaksaan 

terhadap korban yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah 

terhadap hal tersebut.  

2. Pelanggaran Etika Profesi 

Selain ada nya sanksi pidana, petugas dinas sosial yang terbukti melakukan 

pemerkosaan terhadap perempuan ODGJ akan dikenakan sanksi administratif dan 

etik serta sanksi moral. Mereka dapat diberhentikan secara tidak hormat dan dicabut 

haknya untuk bekerja di bidang pelayanan sosial, Sanksi etika ini ditentukan oleh 

instansi dinas sosial dan lembaga terkait lainnya. 

Dalam kasus ini, penting juga untuk memberikan perhatian khusus pada 

pemulihan korban, karena ODGJ memerlukan pendampingan psikologis dan 

perawatan yang intensif setelah mengalami kekerasan seksual. Sehingga peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait judul berikut :   

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG 

DENGAN GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan 

Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana 

Pemerkosaan? 

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan 

Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi? 
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C. Ruang lingkup  

Dalam penulisan ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah 

dengan menitikberatkan perhatian pada  TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU 

PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI 

LEMBAGA REHABILITASI DI DINAS SOSIAL, dengan mengambil dari beberapa 

contoh kasus serta informasi-informasi yang di dapat dari media sosial, serta untuk 

mengkaji tentang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pemerkosaan terhadap 

ODGJ maka yang menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini yang bersangkutan 

dengan kekerasan seksual (pemerkosaan) terhadap orang dengan gangguan jiwa 

yang dilakukan oleh petugas dinas sosial sebagai lembaga rehabilitasi dan tidak 

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan 

dengan permasalahan. 

 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

a. Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana Pemerkosaan 

tersebut 

b. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pemerkosaan di 

Lembaga Rehabilitasi 

2. Manfaat penilitian  
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        Dengan dilakukan nya penilitian ini oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang dapat dikemukakan sebagai berikut ini: 

a. Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang hukum, khusus ya 

dalam kajian tentang tanggung jawab hukum para aparat negara yang 

melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual 

terhadap orang dengan gangguan jiwa serta untuk mengembangkan teori 

mengenai perlindungan hukum bagi orang dengan disabilitas mental dibawah 

hukum pidana indonesia dan juga dapat mengetahui tanggung jawab hukum 

bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan lembaga rehabilitasi. 

b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum 

tentang tanggung jawab pidana dan sanksi hukum yang harus diterapkan 

kepada petugas dinas sosial yang melakukan tindak pidana terhadap orang 

dengan gangguan jiwa tidak hanya itu manfaat penilitian ini juga yaitu untuk 

mendorong perbaikan regulasi dan pengawasan di lembaga rehabilitasi agar 

kejadian serupa dapat di cegah di masa yang akan mendatang. 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum 

bagi kelompok rentan, termasuk orang dengan gangguan jiwa, agar mereka 

tidak menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. 

 

E. Kerangka Konseptual 

   Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara 

definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu 

elemen konkret dari suatu teori. Namun, untuk memperjelas konsep tersebut, perlu 
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dilakukan penjabaran lebih lanjut melalui penyediaan definisi operasional. Dalam 

konteks ilmu hukum, definisi operasional ini dapat diambil dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan.  

1. Tanggung jawab hukum yaitu Jika seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu tindakan atau menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab 

hukum, maka dia dapat dikenakan sanksi atas tindakan yang melanggar 

kesepakatan yang telah dibuat (Surinda, 2022)14 

2. Penyandang disabilitas mental (ODGJ) yaitu individu atau orang yang 

mengalami gangguan fungsi mental, emosional , atau perilaku yang dapat 

mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan interaksi Sosialnya (Primasasti, 2022)15 

3. Pemerkosaan adalah kejahatan di mana seseorang dipaksa melakukan 

hubungan seksual tanpa persetujuannya. Ini adalah suatu bentuk kekerasan 

seksual yang melanggar hak dan martabat korban, dan pelaku menggunakan 

kekerasan fisik, intimidasi, atau manipulasi untuk memaksa korban melakukan 

tindakan seksual yang tidak diinginkan (Wikipedia, 2024)16 

4. Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1980 tentang 

Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, rehabilitasi diartikan sebagai 

proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk membantu 

individu dengan disabilitas agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya 

secara wajar dan normal dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
       14 Surinda, Y. (2022, March 21). Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab 
Dalam hukum. LinkedId. Diakses pada 6 Oktober 2024 
      15 Primasasti, A. (2022, November 5). Disabilitas Mental. PemerintahKotaSurakarta.Diakases 
pada 6 Oktober 2024 
      16 Wikipedia. (2024). Pemerkosaan. Wikipedia. Diakses pada 7 Oktober 2024 
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F. Review studi terdahulu yang relevan 

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah relevan; 

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Mutia Zahra Harlita “Kajian 

kriminologi bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa” 

penelitian ini menggunakan metode hukum normative yang menggunakan 

konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan juga dengan 

hukum tertulis serta juga mengambil data lapangan sebagai data tambahan. 

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh  Putri Ayu Aida Ningsih 

“Sanksi pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam 

pasal 477 ayat (2) huruf D KUHP perspektif Hukum Pidana Islam” 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

kualitatif Sumber data menggunakan data primer dari pasal 477 Ayat 2 huruf D 

KUHP dan dengan mengambil dari fenomena yang viral di sosial media. 

3. Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Rizki Adrian dan Suriani Siogian “ 

Analisis Yuridis pelecehan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ)” Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin , dan sumber hukum 

dalam arti filosofis yuridis. 

     Dari ketiga review skripsi dan jurnal terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang penulis susun memiliki kebaharuan yang mana penelitian ini 

berfokus pada tanggung hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang dengan 

gangguan jiwa(ODGJ) serta juga berfokus pada sanksi dan hukuman serta pasal 

yang mengatur tindak pidana pemerkosaan Di Lembaga Rehabilitasi. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian 

Sama dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum Normatif, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur Tindak Pidana 

Pemerkosaan ,Serta Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan 

Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi. 

2. Jenis data 

      Terkait hal tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai 

sumber utama. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur, peraturan 

perundang-undangan, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan 

topik yang dibahas. 

3. Teknik pengumpulan data 

      Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan : 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang 

mencakup bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan 

hukum sekunder (seperti literatur, makalah, dan karya ilmiah yang dimuat dalam 

jurnal), serta beberapa kasus yang pernah viral di media sosial dan relevan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Teknik pengolahan data 
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     Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis aturan hukum, pendapat 

ahli, dan kasus yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana 

hukum mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemerkosaan 

terhadap orang dengan gangguan jiwa di lembaga rehabilitasi Dinas Sosial. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu; 

BAB  I  Pendahuluan 

     Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,  

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu 

yang  relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjaun Pustaka 

   Pada bab ini disajikan tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana 

Pemerkosaan dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan 

Seksual,Tinjauan umum tentang orang dengan gangguan jiwa serta Tinjauan 

umum tentang pelaku pemerkosaan. 

BAB III   Pembahasaan  

    Pada bab ini membahas mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Pemerkosaan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Sanksi serta Pasal Berapa Yang Mengatur 

Tindak Pidana Pemerkosaan ,Serta Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana 

Yang Melakukan Pemerkosaan di Lembaga Rehabilitasi. 

  BAB IV   Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran 
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